
83 
 

KESIMPULAN 

 

Pendirian rumah ibadah termasuk right to manifest religion, yakni manifestasi hak 

kebebasan beragama yang dapat dibatasi atau disebut derogable rights dengan  

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J UUD. 

Namun, penolakan gereja oleh tokoh masyarakat lebih pantas disebut membatasi 

HAM untuk kepentingan kelompok agama, bukan untuk kepentingan bersama. 

Untuk itu, alasan ini yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang No. 23 

Tahun 2014 tidak dapat digunakan untuk menolak pembangunan Gereja HKBP 

Maranatha. Sebaliknya, tindakan pemerintah dan Wali Kota Cilegon termasuk 

diskriminatif yang melanggar pembatasan HAM dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR. 

Wali Kota Cilegon seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan HAM, 

termasuk okoh masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan 

menghormati HAM, bukan berpartisipasi dalam pelanggaran HAM.  

 Upaya yang ditempuh oleh Pihak HKBP Maranatha dalam mengatasi 

penolakan pendirian gereja adalah mengajukan gugatan tindakan pemerintah OOD 

atas sikap diam Lurah Gerem kepada PTUN serta melaporkan kepada Ombudsman. 

Selain itu,  perlu uji materiil SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 

189/Huk/SK/1975 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ke MA. Namun, pendekatan litigasi kurang 

mampu mengakomodasi kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan 

sosial dan budaya dengan melihat peristiwa di Cilegon, yakni Julukan "Cilegon 

Kota Santri", Geger Cilegon  9 Juli 1888, dan Perjanjian Bupati Serang Ronggo 

Waluyo dengan PT Krakatau Steel tahun 1975. 

 Putusan PTUN tentang sikap diam lurah menjadi senjata sebagai tekanan 

moral dan politik kepada Lurah Gerem pejabat yang terlibat bahwa tindakan tidak 

sesuai hukum akan berdampak pada reputasi dan posisi mereka. Meskipun relokasi 

sering dianggap solusi, hal ini dinilai sebagai pembatasan hak beragama. Pendeta 

Darwin Darmawan mengakui relokasi sebagai pilihan realistis, tetapi HKBP 

Maranatha harus terus berjuang untuk berdirinya gereja di lokasi awal agar hak 

kebebasan beragama benar-benar terwujud. 
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REKOMENDASI 

 

1. Ketentuan Peraturan Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sering menjadi pintu 

masuk untuk membatasi kebebasan beragama yang menyebabkan diskriminasi. 

Disamping itu, proses yang panjang dan kompleks untuk mendapatkan izin dapat 

menghambat pembangunan rumah ibadah dan menyebabkan ketegangan sosial. 

Terlebih, peraturan yang ada sering kali terlalu fokus pada tujuan ketertiban 

umum tanpa mempertimbangkan hak individu untuk beribadah secara bebas. 

Untuk itu, beberapa ketentuan perlu diubah, seperti: 

a. Menghapus persyaratan dukungan atau validasi masyarakat setempat 

sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Sebab, pendirian rumah ibadah 

tela dijamin oleh instrumen hukum internasional, sehingga persetujuan 

warga hanya akan menimbukan diskriminasi karena kerap digunakan 

untuk menolak pendirian rumah ibadah agama lain. Untuk itu, otoritas 

ini diberikan kepada  pemerintah daerah untuk melakukan penilaian 

yang lebih objektif dan berbasis hak asasi manusia. 

b. Menghapus kewenangan FKUB untuk memberikan rekomendasi, dan 

mengubah menjadi penasihat, bukan sebagai badan pengambil 

keputusan utama. FKUB harus fokus pada dialog konstruktif dan bukan 

pada persetujuan atau penolakan dalam rangka mengembalikan peran 

FKUB yang sesungguhnya, yakni menjembatani kerukunan antar umat 

beragama. 

2. Apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 

189/Huk/SK/1975 dinyatakan tidak berlaku, sebenarnya tidak memerlukan 

peraturan pengganti. Sebab, pengaturan pendirian rumah ibadah sudah 

dirumuskan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Nomor 9 dan 8 

Tahun 2006.  Ada tidaknya peraturan daerah tentang pengaturan pendirian 

rumah ibadah tidak akan menyebabkan kekosongan hukum. Menurut penulis, 

membuat peraturan pengganti bisa saja tetap menimbulkan hambatan dan 

diskriminasi bagi kelompok minoritas. Sebab, melihat indeks toleransi di, 

Pemerintah Cilegon belum mampu untuk mengatur masalah pendirian rumah 

ibadah di wilayahnya sendiri.  
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